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ABSTRAKSI 
 

Perdagangan bebas artinya perdagangan antar negara yang bebas dari 
hambatan masuk dan keluar, impor dan ekspor,  atau dapat didefinisikan sebagai 
perdagangan yang tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam 
perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada 
di negara yang berbeda. Melalui KEPPRES No. 48 Tahun 2004 Tentang 
Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation 
between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of 
China, secar resmi Indonesia mengikuti perdagangan bebas ASEAN-
China(ACFTA). 

Dengan kebijakan pemerintah itulah Indonesia merupakan peserta dari 
perdagangan bebas tersebut. Secara operasional perdagangan bebas ACFTA ini 
akan menghilangkan dan penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam 
perdagangan barang sehingga persaingan akan lebih terbuka. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan 
penelitian atas kebijakan pemerintah dalam perdagangan bebas ACFTA. Melalui 
penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam 
terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ACFTA  
tersebut dengan menganalisa dari segi kebijakan dan tujuan perdagangan bebas 
ACFTA dalam kerangka kemaslahatan.  

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif 
analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, 
dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dalam analisisnya penyusun 
menggunakan pendekatan Maşlah�ah al-Mursalah, yaitu mendekati masalah yang 
diteliti dan dibahas apakah sejalan dengan kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam 
atau tidak. Kebijakan pemerintah tentang ACFTA dan tujuannya ini di kaji, dan 
untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang 
diangkat tersebut, digunakan tolak ukur penyesuian terhadap nash-nash ketentuan 
hukum dalam syari’at Islam.  

Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban, bahwa kebijakan 
perdagangan bebas ACFTA, dilihat dari kebijakannya telah sesuai dengan hukum 
Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syara'. Begitu pula dilihat dari 
aspek tujuannya, perdagangan bebas ACFTA ini telah sesuai dan tidak 
bertentangan dengan hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur 
maslahat. 
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MOTTO  

 

 

 

"Lebih baik perbuatan kecil yang dilaksankan daripada perbuatan besar yang hanya 
direncanakan" 

 
 
* 
 
 

"Bukanlah orang yang bijak maupun orang yang beranij ika hanya menunggu di rel 
sejarah untuk naik kereta yang akan membawanya ke masa depan" 

 
 
* 
 
 

"Sebagian Orang selalu menggerutu karena mawar memiliki duri; saya bersyukur 
bahwa duri-duri itu memiliki mawar" 

 

* 

"Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah; karena perubahan adalah jalan 
menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan 

kualitas pribadi tanpa henti" 
(Henri Bergson, Filsuf Perancis, 1859-1941) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii

PERSEMBAHAN 
 

 
Segala puji hanyalah milik Allah  

Tuhan semesta alam 

 

 

Dengan segala kerendahan 

tulisan sederhana ini saya persembahkan : 

 

Almamater tercinta 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang telah membuka cakrawala ilmu 

dengan metode dialektis-hermeneutis-kritis 
sebagai bekal dalam menggali dan menempuh arti dan makna 

kehidupan dan historisitas kekhalifahan manusia. 

& 

Yang tercinta dan tersayang kedua Orang Tua 

ayahanda Ion dan Ibunda E.Kamah 

pengorbanan tiada henti, kasih sayang yang telah dan akan deberikan, 

tak mampu anakmu membalasnya. 

Do’a yang terpanjat dari lubuk hati,  

terasa mendamaikan jiwa raga anakmu.  

Kesabaranmu yang selalu nampak, buahkan kejujuran dalam langkahku. 

Kau didik anakmu untuk mengetahui apa yang aku tidak tahu.  

Dan karena itulah anakmu terdampar di kota pelajar 

"Candradimuka" Yogyakarta. 

Tulisan sederhana ini sebagai karya terwujud 

sebagai tanda cinta kasih ananda. 

 

Untuk Kakak-kakaku : Ruhyatna, Teh Ai , Syarifudin, Teh Ninik Ardila,  

Untuk adik-adikku : Muahammad Muhaemin, Umy Hanifah 

Aku punya mimpi besar untuk kalian. 

untuk seseorang yang selalu bersama untuk bermimpi, berfikir, 

bedialektika, dan berkarya.   

Dan untuk kawan-kawan perjuanganku. 
 
 

 



 ix

KATA PENGANTAR 

 

 

���� � ��	
�	� ��� �
��� ��� ��� 	����� ������ ���� �� ���� �� �� �� � !�"�� �� 

����� �� ���# ��$� ���%� &'(�� )'���� ��� *"�� +	�$��� ��%"��� 	���% ��# ���� 

��� �$,-� �
.�  

 
Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah SWT. Yang telah 

menganugerahkan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa 

misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan 

senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, 

alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 

melengkapi salah satu dari proses pembelajaran di kampus Universitas Islam 

Negeri (UIN)  Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari 

kelemahan dan kekurangan. Segala kepentingan-kepentingan yang mengharuskan 

penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini, menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dan menjadi motivasi untuk terus berjuang. Namun, berkat 

pertolongan Allah SWT dan proses yang panjang, akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan 

terima kasih sedalam-dalamnya kepada: 



 x 

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Muamalat. 

3. Abdul Mugits,S.Ag, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat. 

4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5. Abul Mujib, S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah berkenan 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Abdul Mugits,S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Kepada Ayahanda Ion serta Ibunda E.Kamah, kepada beliaulah kuhaturkan 

salam sungkem sebagai wujud abdiku kepadamu. Tak ada yang bisa ananda 

balas atas kerja keras yang ayah bunda lakukan kecuali secarik kertas yang 

semoga memiliki arti dikemudian hari. Dan maaf atas segala khilaf dan 

kealfaan nanda. Maaf nanda terlambat wisuda. Ternyata perjuangan ananda 

memaksa untuk itu dan sungguh itu di luar kesengajaan yang tanpa value.  

8. Kepada kakakku Ruhyatna dan Teh Ai, Syaripudin dan Teh Nini Ardila, adik-

adikku Muhammad Muhaemin dan Umy Hanifah atas segala perhatian dan 

pengertiannya kalian adalah cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang 

sangat berarti dalam setiap perjuangan. Dan untuk semua keluarga besar 

tercintaku semuannya. 



 xi

9. Kawan-kawan keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

10. Kawan-kawan seperjuangan di HMI komisariat Fak. Syariah, HMI Korkom 

UIN Sunan Kalijaga dan HMI Cabang Yogyakarta. Mari terus membangun 

kesadaran sebagai kader umat dan bangsa (kemahasiswaan, kebangsaan, 

keislaman), yang teraktualisasi maksimal dalam wawasan, pola pikir, 

kompetensi, dan jiwa kepemimpinan. Dan kemudian meng-ejawantahkan 

dalam tataran realitas tidak hanya intelektual an-sich yang tanpa menyentuh 

tataran empiris.  

11. Kepada kawan-kawan keluarga besar KPM Galuh Rahayu Ciamis-Yogyakarta 

yang telah memberikan banyak hal, tetap lanjutkan tradisi organisasi 

kemahasiswaan kedaerahan "mupusti ajen inajen titinggal karuhun" dengan 

tetap "dialog" dengan tradisi modernitas. Terus menerus belajar dan belajar 

dari segala bentuk kesalahan-kesalahan, teruslah menempa diri untuk kualitas 

pribadi, organisasi, daerah, bangsa dan negara serta agama tentunya. Tidak 

hanya jadi kenangan tapi KPM Galuh Rahayu untuk penulis adalah 

Candradimuka II untuk menempa diri. Kepada kawan-kawan KPM Jawa 

Barat, lanjutkan terus cita-cita bersama, rumpun bersama IKPMD Jawa Barat. 

12. Kawan-kawan komunitas "Sangkuryang", kawan-kawan "Siliwangi", kawan 

seperjuanganku, atas cerita-cerita yang kalian tulis yang membuat hidup ini 

lebih bermakna. 

13. Kepada seluruh kawan-kawan FMPC Ciamis, PPOP Kab. Ciamis, AMKB 

Kota Banjar, BEM STISIP Banjar, BEM Kota Banjar, dan seluruh forum-



 xii

forum yang selalu berdiskusi bersama penulis, menumbuhkan ide-ide kreatif, 

membangun tradisi intelektual yang kritis humanis dan progresif untuk mimpi 

dan harapan yang lebih baik 

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu 

baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak 

mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam 

proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang yang 

berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, pembaca dan 

dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam kedepan. 

Semoga ridla Allah SWT. senatiasa menyertai kita, Amien. 

 

 Yogyakarta,16 Rabi’ul Awwal 1432 H 
         19     Februari       2011 M 
 
 
 
 

Muhtadin  
NIM : 05380056 

 

 

 

 

 

 



 xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dangan 

huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun 

berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. 

sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

No. Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Keterangan 
 Alif - Tidak dilambangkan ا 1
 Ba’ b be ب 2
 Ta’ t te ت 3
 Tsa’ ś es (dengan titik di atas) ث 4
Jim j ج 5  je 
Ha hhhh ح 6     ha (dengan titik dibawah) 
 Kha kh ka dan ha خ 7
 Dal d de د 8
 Ża ż zet (dengan titik di atas) ذ 9
Ra r ر 10  er 
 Zai z zet ز 11
 Sin s es س 12
 Syin sy es dan ye ش 13
 Şad ş es (dengan titik di ص 14

bawah) 
Dad dddd ض 15     de (dengan titik di 

bawah) 
 Ţa ţ te (dengan titik di bawah) ط 16
Z ظ 17 a zzzz    zet (dengan titik di 

bawah) 
 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 18
 Gain g ge غ 19
 Fa f ef ف 20



 xiv

 Qaf q Qi ق 21
 Kaf k Ka ك 22
 Lam l ‘el ل 23
 Mim m ‘em م 24
 Nun n ‘en ن 25
 Waw w We و 26
27   Ha’ h ha (dengan titik diatas) 
 Hamzah ‘ Apostrof ء 28
 Ya’ y Ye ى 29

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 ditulis muta‘addidah‘addidah‘addidah‘addidah )'&% دة

 ditulis ‘iddah (%ة
 

C. Ta’marbutah di akhir kata 

1. Apabiladimatikanditulis h. 

*+,- ditulis HikmahHikmahHikmahHikmah    

*.) ditulis ‘illah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila 

dikehedaki lafal aslinya). 

2. Apablia diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’ditulis karââââmah al auliyâ آ3ا)* ا2ول0/ء
 

3. Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 ditulis zakâhal-fit�r زآ/ة ال356
 



 xv 

D. VokalPendek 

-----َ-------- 
��	 

fathâh ditulis 
 

A 
fa’ala 

-----------ِ-- 
 ذآ�

kasrah ditulis  i 
zzzz�ukiraukiraukiraukira    

-----ُ------- 
 ��ه�

dammah ditulis  u 
yaz �habu 

 

E. VokalPanjang 

1 Fathah + alif 
 ��ه���

ditulis  â 
jâhiliyyah 

2 Fathah + ya’mati 
���� 

ditulis  â 
tansâ 

3 Kasrah + ya’mati 
� آ��

ditulis  î 
karkarkarkarîm 

4 Dammah + wawumati 
 	�وض

ditulis  ûûûû    

furûdfurûdfurûdfurûd �    
 

F. VokalRangkap 

1 Fathah + ya’mati 
����  

ditulis  ai 
bainakum 

2 Fathah + wawumati 
 #"ل

ditulis  au 
qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

�ditulis أأن$  a‘antum 

ditulis أ()ت  u‘iddat 

�ditulis ل-, *���  la‘insyakartum 
 

H. Kata sandangalif + lam 

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
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������ ditulis al-Qur’ân     

��	��� ditulis al-Qiyâs 
 

2. ApabiladiikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmenggunakanhurufSyamsiyy

ahn yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf “al”nya. 

�
��� ditulis asy-Syams    

��
�� ditulis as-Samâ 
 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 Ditulismenurutpenulisnya. 

������ ��� ditulis zzzz�awî alawî alawî alawî al----    furûdfurûdfurûdfurûd �    

���� ��� ditulis ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pemikiran ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan dari dari perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Sebelum 

abad ke-17 kegiatan ekonomi pada umumnya masih bersipat kecil-kecilan, 

yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi pada abad ke-

17 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam organisasi kegiatan 

ekonomi dan masyarakat. Kalau dulu kegiatan ekonomi ditunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri, sekarang karena adanya surplus hasil pertanian 

maka mulai dikenal perdagangan, baik dalam maupun luar negeri.1 

Pada era ini perdagangan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi sudah 

bertaraf regional bahkan internasional. Revolusi perdagangan menyebar luas 

melampaui batas-batas negara. Hal ini diawali ketika selama abad 

pertengahan, perang salib telah mendorong perdagangan antara negara-negara 

Eropa dengan negara-negara Timur Tengah. Penemuan jalur ke India oleh 

Vasco da Gama dan benua oleh Columbus menjadikan negara-negara Eropa 

berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi ke negara-negara lain yang bisa 

menghasilkan emas dan perak.2 

                                                 
1 Deliarnoor, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, cet II (Jakarta: PT. Raja Grasindo 

Persada, 1995), hlm. 9. 
2George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka, (Yogyakarta: Kanisius, 

1994) hlm. 22.  
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Perdagangan internasional pada hakekatnya sama saja dengan bentuk 

perdagangan lainnya yaitu mempertemukan dua pihak yang mempunyai 

sesuatu yang berharga yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bagi 

kalangan produsen terdapat perbedaan karakteristik dalam menghasilkan 

barang dan jasa. Perbedaan tersebut antara lain mencakup perbedaan 

keterampilan (skill), spesialisasi, sumber daya yang dimiliki serta persaingan 

dalam keunggulan produk serupa yang dibuat oleh produsen lain, bila produk 

yang diinginkan oleh konsumen tidak tersedia di dalam lingkungan 

populasinya, secara naluriah dia akan mencari diluar populasinya tersebut, bila 

konsumen menghasilkan sendiri produknya, tentunya akan menghasilkan 

ketidakefisienan dari segi produk dan waktu, untuk mengatasi masalah itulah 

perdagangan antar negara, perdagangan internasional hadir menggantikan 

peran dari sistem perdagangan lokal, dimana segala macam produk yang 

dibutuhkan dapat disediakan dengan tingkat mutu barang tinggi serta harga 

yang bersaing.3 

Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan wilayah 

perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota, 

antara Association South East of Asia Nation (ASEAN) dan China, termasuk 

di dalamnya Indonesia. Arus lalu lintas produk perdagangan, yang berasal dari 

China bebas keluar masuk wilayah ASEAN, begitu pun sebaliknya. 

ACFTA merupakan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama, karena 

adanya kebutuhan bersama. Secara langsung, tidak ada hubungan dengan 

                                                 
3 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, cet. XVI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm. 54. 
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kerjasama regional lain. Tetapi dapat pula menjadi pesaing bila perlu, karena 

liberalisasi perdagangan regional cenderung mengarah kepada exclusivism 

(pengecualian/eksklusif) terhadap negara non-anggota. Paling tidak persatuan 

ini memperkuat posisi ASEAN terhadap mitra dagangnya.4 

Asean-China Free Trade Agreement(ACFTA) diberlakukan secara 

massif dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, setelah pada tahun-tahun 

sebelumnya berlangsung secara bertahap. Konsep perdagangan bebas (free 

trade) ini ditandai dengan penghapusan pajak (bea masuk), jika suatu produk 

asing akan masuk ke kawasan negara anggota. 

Konsekuensi yang ditimbulkan dari kesepakatan ini pertama telah 

menimbulkan dampak psikologis pada dunia industri Indonesia. Bagaimana 

tidak, wacana yang berkembang adalah dunia usaha lokal Indonesia akan 

segera tersaingi dengan produk-produk buatan China, mengingat produk 

tersebut dinilai jauh lebih murah dan kualitasnya bersaing. Tidak berhenti 

sampai disini, bentuk kepanikan ini semakin diperkuat dengan tidak siapnya 

dunia usaha kita dari segi teknologi dan informasi untuk menghadapi 

tantangan globalisasi tersebut. 

Pertemuan para kepala negara  ASEAN dan RRC pada November  2002 

di Phnom Penh, Kamboja mengawali langkah mulus ACFTA. Banyak harapan 

dan idealisme yang muncul di balik kerja sama itu. Apalagi jika merujuk pada 

tujuan yang menargetkan: 

1. Penguatan dan peningkatan kerjasama perdagangan kedua pihak; 

                                                 
4 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional, (Bandung: PT. 

Repika Aditama, 2006), hlm. 245. 
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2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau 

penghapusan tarif; 

3. Pencarian area baru dan pengembangan kerjasama ekonomi yang saling 

menguntungkan kedua pihak; dan 

4. Fasilitas integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru 

ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak, sangat 

menarik untuk diikuti. 

Terkait dengan ACFTA ini, kita tidak bisa menghindari kenyataan 

kondisi perekonomian yang belum didukung sepenuhnya oleh political will 

pemerintah. Sarana dan prasarana, infrastruktur pasar, dan pengelolaan 

sumber daya alam yang belum terorganisir dengan baik. Sarana dan 

infrastruktur dalam negeri yang masih terkendala persoalan klasik, bukan 

hanya tidak mendukung tapi juga menjadi celah bagi negara-negara ASEAN  

dan negeri tirai bambu tersebut untuk menguasai pasar dalam negeri secara 

perlahan. Lemahnya fundamental ekonomi yang justru seringkali dikatakan 

kuat, adalah hambatan utama dalam memasuki perdagangan bebas.5 

Dalam konsep perdagangan bebas, tidak ada hambatan buatan 

(hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-

individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. 

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya 

tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non 

tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang 
                                                 

5http://iskanqolbalubis.wordpress.com/2010/01/26/ac-fta-dan-nilai-tawar-bangsa/, akses 
tanggal 26 Maret 2010. 
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ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-

perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini 

justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar 

bebas.Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi 

kepentingan perusahaan-perusahaan besar.6 

Dalam situasi ekonomi, keuangan dan perdagangan pada akhirnya 

menjadi terintegrasi. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas Asean-

China Free Trade Agreement (ACFTA) tak ada lagi entry barrier7 untuk 

menembus pasar suatu negara. Barang-barang produk impor mempunyai 

peluang besar untuk masuk ke dalam negeri dengan menjalin bisnis dengan 

fatner lokal berupa franchise, usaha patungan dan agen marketing, dengan 

norma yang dikenal di pasar internasional. Maka bisnis internasional ini 

mempunyai daya saing yang lebih kuat dari pada produk-produk lokal.8 

Dalam Islam, kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang 

terlepas dari setiap ikatan, seperti kebebasan yang dipahami oleh kaum 

Syu'aib. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an: 


	� ��ا����� �� اوان ��ؤ اب� ���
�� ا����ك ���ك ا���
�� � ا�� � �ؤا �� ا��ا��� �

  9ا���	� ا�$�	# "�!

                                                 
6http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN-Tiongkok, akses 

tanggal 26 Maret 2010. 
7Entry Barrier adalah hambatan yang diterapkan suatu negara atau perusahaan 

terhadap komoditi impor atau perusahaan lain untuk melindungi produk yang dihasilkan sendiri. 
Entry Barrierdapat berupa misalnya kebijakan bea cukai, bea masuk bagi negara lain dan 
penguasaaan sektor hulu (bahan baku) dan sektor hilir (pemasarasn) bagi perusahaan.   

8 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, 
(Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 71-72. 

9 Hud (11) : 87. 
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Tetapi kebebasan dalam Islama dalah kebebasan yang terkendali, terkait 

dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hal ini karena dalam tabiat 

manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan oleh Allah SWT 

padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan 

kelangsungan hidup.10 

Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas 

pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar 

penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu 

yang bersifat sekunder. Keadilan dalam Islam merupakan cikal bakal dan 

pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupa 

aqidah, syari'ah, dan akhlak (moral) termasuk dalam hukum muamalah. 

Selanjutnya, Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah 

bukan hanya terbatas pada keamanan dalam negeri semata. Tetapi 

pertanggungajawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program 

pencapaian masyarakat yang ideal, yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam 

masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam 

membela yang lemah dan memberi pertolongan kepada mereka, juga dalam 

masalah yang menyangkut perekonomian. Islam berpandangan, bahwa 

pemerintah harus bertanggung jawab atas keadilan sosial. Sebab keadilan 

sosial adalah target utama daripada  program syari'ah.11 

                                                 
10 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa 

Didin Hafifuddin dkk., cet.1, (Jakarta: Rabbani Press), hlm.382. 
11M. Faruq, An-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Muhadi Zainuddin, 

(Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54-61. 
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Berangkat dari latar belakang ini penyusun tertarik untuk mengkaji 

lebih jauh dan mendalam lagi mengenai kebijakan pemerintah indonesia 

tentang perdagangan bebas, terkait diberlakukannya ASEAN-China Free 

Trade Agreement (ACFTA). Jika pasar cenderung menafikan rasa keadilan 

dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas untuk mengabdi pada akumulasi 

laba dengan menafikan peran pemerintah, sedang dalam Islam kebebasan yang 

dibatasi oleh aturan-aturan normatif, maka bagaimana peran pemerintah dalam 

sistem perdagangan bebas terkait diberlakukannya ASEAN-ChinaFree Trade 

Agreement (ACFTA)? 

B. Pokok Masalah 

Berangkat pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok 

masalah yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi dan gambaran umum tentang Perdagangan ASEAN-

China (ACFTA)? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan perdagangan bebas dan 

kebijakan pemerintah tentang Perdagangan ASEAN-China (ACFTA)? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Mendeskrifsikangambaran umum tentangPerdagangan Bebas ASEAN-

China (ACFTA). 

b. Menjelaskan bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap tujuan  

perdagangan bebas dan kebijakan pemerintah tentang Perdagangan 

bebas ASEAN-China (ACFTA). 
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2. Kegunaan 

a. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan 

pemikiran hukum Islam dan agar bisa menjadi referensi alternatif 

dalam khasanah pemikiran kontemporer kaitan dengan bidang 

ekonomi. 

b. Sebagai sumbangan dalam analisis praktis mengenai data empiris 

perkembangan kebijakan perekonomian, terutama perdagangan bebas 

dan tinjauan hukum Islam di bidang muamalat khususnya yang 

berkaitan dengan masalah perdagangan bebas dan problematikanya. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, penelitin 

atau karya ilmiah yang khusus membahas kajian penyusun bisa dikatakan 

minim. Namun, ada beberapa penelitin atau karya ilmiah yang memiliki 

kemiripan dan menyinggung tentang bahasan penyusun diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh Mustaqim dari jurusan muamalat dengan judul 

"Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas Tinjauan Hukum Islam". Skripsi ini 

menjelaskan bahwa ada perbedaan antara pemerintah dalam pasar bebas neo-

liberal dengan pemerintah menurut Islam. Jenis penelitian yang 

diguanakannya adalah telaah pustaka, yang merupakan pengkajian terhadap 

data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan peran 

pemerintah dalam pasar bebas dan sorotan hukum Islam terkait persoalan 

tersebut. Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dan 

dengan pendekatan tersebut terungkap bahwa ada perbedaan yang cukup 
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mendasar antara peran pemerintah dalam pasar bebas neoliberal dengan peran 

pemerintah menurut Islam. 

Menurut Islam pemerintah tidak hanya sekedar menjaga keamanan, tapi 

pemerintah adalah lembaga yang harus melaksanakan amar ma'ruf nahi 

munkar, merealisasikan keadilan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan 

kehidupan masyarakat yang seimbang. Untuk melaksanakan tanggung 

jawabnya itu pemerintah diberi kewenangan dan otoritas, termasuk untuk 

membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan tujuan syari'at Islam 

tercapai.12 

Skripsi yang ditulis oleh Dudung Abdullah dari jurusan muamalat 

dengan judul "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-

Prinsip Islam". Skripsi ini menjelaskan dan mengkaji tentang Prinsip-Prinsip 

Pasar Bebas Adam Smith relevansinya dengan sorotan hukum Islam.Jenis 

penelitian yang digunakannya adalah studi pemikiran tokoh yaitu Adam 

Smith. Dalam metode penelitiannya skripsi ini menggunakan metode 

deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Adam Smith, 

kemudian pemikiran tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

normatif. Dengan pendekatan tersebut terungkap bahwa secara substansial  

dalam prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith terdapat pokok-pokok hukum 

muamalat tentang kebebasan yang berimplikasi kepada adannya keharusan 

menegakan keadilan, kemudian berimplikasi kepada adanya peran pemerintah 

yang bertujuan hanya untuk menegakan keadilan itu sendiri. Hanya dalam 

                                                 
12Mustaqim, “Pemerintah dalam Pasar Bebas Tinjauan Hukum Islam”, skripsi mahasiswa 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 
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tataran praktis, kebebasan pasar dalam hukum muamalat mempunyai beberapa 

perbedaan yang merupakan aplikasi dari ajaran syari'ah.13 

Skripsi yang ditulis oleh Wahdatul Mukaromah dari jurusan muamalat 

dengan judul "Persaingan Harga dalam Perdagangan Internasional". Skripsi ini 

menjelaskan bahwa untuk dapat bersaing dalam perdagangan internasional, 

diperlukan aturan pemasaran yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar muamalah, serta harus sesuai dengan etika dalam berbisnis, yaitu harus 

mengandung unsur kejujuran, keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak 

yang saling bertransaksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka 

yang sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun dalam menganalisa data 

yang terkumpul digunakan dengan metode deskriptif analitik. Berdasakan 

penelitian ini ditemukan bahwa untuk dapat bersaing dalam perdagangan 

internasional diperlukan percampuran pemasaran yang tepat dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip dasar muamalat serta harus sesuai dengan etika dalam 

berbisnis, yaitu harus mengandung unsur-unsur keadilan, kejujuran, dan tidak 

merugikan salah satu pihak.14 

Setelah melakukan tinjauan dan eksplorasi terhadap beberapa karya 

ilmiah dan penelitian yang merupakan skripsi mahasiswa yang di antaranya 

telah disebutkan di atas, penyusun dapat memberi kesimpulan, bahwa skripsi 

penyusun yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan 

                                                 
13 Dudung Abdullah, “Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-

Prinsip Islam”, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. 
14 Wahdatul Mukaromah, “Persaingan Harga dalam Perdagangan Internasional”, skripsi 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Bebas (Studi Terhadap Perjanjian 

Perdagangan ASEAN-China/ACFTA)" memposisikan diri bahwa skripsi ini 

berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian dan 

karya tersebut. Perbedaan terletak pada segi objek penelitian, dimana 

penyusun berusaha secara khusus menganalisis perdagangan bebas ACFTA 

kaitannya dengan kebijakan pererintah. Sepengetahuan penyusun penelitian 

mengenai perdagangan bebas kaitannya dengan kebijakan pererintah di tinjau 

dengan hukum Islam ini belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu 

penyusun tertarik untuk membahas ini karena isu ini hanya banyak di temui di 

media tapi dalam bentuk karya ilmiah dan penelitian jarang di temui. 

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode deskriptif 

analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif, yang menekankan pada 

tujuan kebijakan perdagangan bebas ACFTA ditinjau dari prinsip Maşlah �ah 

dalam Islam. 

E. Kerangka Teoritik 

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. 

Dalam masalah ekonomi, Islam telah memberikan kerangka kerja secara luas 

berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk mencapai kehidupan ekonomi 

yang seimbang.15 

Dalam al-Qur'an dan Hadits yang merupakan pegangan hidup umat 

Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang garis besar 

perekonomian Islam (dalam bentuk aturan umum). 

                                                 
15 M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dhana Bhakti 

Prima Yasa, 1997), hlm. 149. 
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 و" ��+# �اض 0) /�رة ا��+�ن ا" ب����,� ب	�+# أ��ا�+# "*آ��ا ���اأ �) ��أ�&�ا�%

 16رح	�5 ب+# آ�ن ا��4 أ��3+# ��ا�2

Merupakan petunjuk yang amat jelas tentang praktek ekonomi yang boleh 

dipraktekan dan yang dilarang. 

Pada dasarnya sumber yang digunakan untuk menjawab masalah 

muamalat, sebagaimana permasalahannya lain, adalah bersumber dari al-

Qur'an dan Hadits, tetapi dengan muamalah itu sendiri mempunyai prinsip-

prinsip dasar yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits. Dalam kaidah fiqih dinyatakan 

sebagai berikut: 

�  17ا"ب�ح8 ا"�	�ء �� ا"�

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa ada unsur paksaan, 

sesuai dengan kaidah berikut ini: 

��� ا"� �2
18ب���
��� ا��;ا�: �� و��	/�: ا��5
����) �ر9 ا�
  

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghilangkan madharat. 

4. muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.19 

                                                 
16 An-Nissa (4): 29 
17 Asmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fiqhiyah, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 

hlm.41 
18Ibid, hlm. 44 
19 M. Azhar Basir, Asas-asas Hukum Muamalat, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 

hlm. 15-16. 
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Persaingan dalam perdagangan bebas, dalam pelaksanaanya harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalat di atas, maka dalam menetapkan 

suatu harga baik dalam perdagangan lokal maupun perdagangan internasional, 

menurut Ibnu Taimiyah tidak boleh rendah dari harga yang dikenakan para 

konsumen yang ada di negeri tersebut atau tidak diperbolehkan untuk banting 

harga atau dumping. Tujuan dumping itu sendiri untuk menghabiskan 

persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan, 

mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang 

rendah, menyingkirkan pesaing pasar asing atau pribumi, dan mengambil 

keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.20 Hal ini akan merugikan 

salah satu pihak yang saling bertransaksi. 

Kemudian Islam memberikan acuan konsep mengenai kebebasan, 

bahwa kebebasan dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas 

dari setiap ikatan. Tetapi kebebasan yang dimaksud adalah  pilar penyangga 

kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia 

disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. 

Keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat sekunder. Dan 

merupakan  cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran 

dalam hukum Islam berupa aqidah, syari'ah, dan akhlak (moral) termasuk 

dalam hukum muamalah. 

Kemudian keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa 

keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberi pertolongan 

                                                 
20 M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dhana Bhakti 

Prima Yasa, 1997), hlm. 294. 
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kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. 

Pemerintah harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya dan 

menghilangkan segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kesejahteraan 

tersebut. 

Intervensi pemerintah jangan sampai meninggalkan nilai keadilan yang 

menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Keadilan disini, juga 

mencakup hak individu objek intervensi. Maka intervensi harus secukupnya, 

jangan lebih. Dan jika masalah telah selesai, maka intervensi kembali ke 

hukum semula yaitu haram dilakukan.21 

Masalah pembentukan negara atau pemerintahan, juga berkaitan dengan 

iqâmah ad-dîn untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah 

telah mewajibkan amar ma'rûf nahî munkar. Sementara upaya untuk 

menegakkan kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa 

adanya kepemimpinan atau pemerintahan.22 

Dasar legal dari intervensi pemerintahan yaitu: 

  23ا��5+� 0) ����&�ن ب��5
�و ��ون ��رو ا�=> ا�� ���0ن ا�8 ��+# و��+)

Diartikan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru 

kepada kebaikan dalam ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang ma'rûf dan 

melarang dari yang munkar, "min" disini untuk menunjukan "sebagian" karena 

                                                 
21M. Faruq, An-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Muhadi Zainuddin, 

(Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 66-67. 
22Ibnu Taimiyah ,Siyâsah Sya'riyâh (Etika Politik Islam), alih bahasa Rori Munawar, 

cet.2, (Surabaya:Risalah Gusti, 1994), hlm. 156-157. 
23 Ali Imrân (3) : 104. 
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apa yang diperintahkan itu merupakan fard�u kifâyah.24 Hal ini berarti bahwa 

negara, menurut ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat 

kebaikan, memerintahkan yang ma'rûf dan mencegah yang munkar.25 

Hal ini sesuai juga dengan kaidah fiqh: 

  26ب��5@�$8 ���ط 8	ا��0 �0� ا"��م @�ف

Dalam kaidah ini dijelaskan, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan 

para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat, harus 

dikaitkan dengan kemashlahatan rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan 

suatu kebaikan. 

Keadilan ekonomi yang merupakan implikasi dari adanya kebebasan 

ekonomi, dapat berjalan disesuaikan dengan lingkungan di mana keputusan 

individu dipandang sebagai inisiatif yang utama. Kebebasan untuk 

memutuskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh 

hukum-hukum agama merupakan prasarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah 

(atau otoritas kolektif) memberi pedoman-pedoman umum dan membatasi 

praktek-praktek yang tidak sehat, agar memungkinkan ekonomi berkembang 

bebas untuk merespons kebutuhan-kebutuhan masarakat. Partisipasi 

pemerintahdiharapkan tampil di bidang-bidang yang memerlukan kelengkapan 

(komplementari).27 

                                                 
24 Imâm Jalâluddin al-Mahallî dan Imam Jalâluddin asy-Suyûţî, terjemah Tafsir Jalâlain 

berikut Asbâbun Nuzul (Surat: al-Fâtihah s.d Surat al-An'âm), diterjemahkan Mahyudin Syaf, 
dkk, jilid. Ke-1, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 259. 

25Ahmad Azhar Bashir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, hlm. 70. 
26 Ajsmuni A. Rahman,Qaidah-QaidahFiqh� (Qawâ'idul Fiqh ��iyah), cet. Ke-1, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. 
27 Afazlurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, cet. ke-2 (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 

2002), hlm. 8 
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Dalam al-Qur'an dan Hadits, banyak terdapat perintah bagi umat 

manusia untuk melakukan perdagangan serta cara-cara penyelesaian 

transaksinya. Allah SWT menginginkan kejujuran dan saling mempercayai 

dalam berusaha, dan akan lebih baik bila semua kontrak usaha dibuat secara 

tertulis sebagaimana dalam firmannya: 

��آ �53> اج� ا�> ب��) ا�ا���#ذا ��اا� )�ا�� ��ا�&��F�� ��+	+# و��	آ ب�28...�
�ل ب� � 

AllahSWT telah menurunkan aturansyari'ah yang begitu sempurna, 

yang secara esensial merupakan penjelmaan konkrit kehendak Allah. Secara 

substansial, syari'ah Islam bertujuan memberikan kemaslahatan kepada 

manusia baik di dunia maupun di ahirat. 

Sebagian ulama memberikan definisi Maşlah �ah dengan mengacu 

kepada pengertian dasar katanya yakni“salaha”, yang digunakan untuk 

menunjukkan sesuatu atau seseorang yang kemudian menjadi baik, adil, saleh, 

atau menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan. Bentuk jamak 

Maşlah �ahadalah masalihdan lawan katanya adalah mafsadah.29 

Dari sisi terminologi terdapat beberapa definisi. Imam al-Ghazalli, 

misalnya, mendefinisikannya sebagai “suatu ekspresi untuk mencari sesuatu 

yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (madharat )”30 

SedangkanAl-Maşlah �ahal-Mursalahadalah salah satu cara dalam 

menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnnya tidak 

                                                                                                                                      
 
28al-Baqarah (2) : 282. 
29Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, cet ke-1,       

(Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), hlm. 153 Lihat juga dalam, Encyclopedia of Islam, Vol. III, (Leiden: 
E.J.Brill, 1991), hlm. 738 

30A. Bahruddin, Pemeliharaan Ushul  Al-Khamsah Dalam Rangka Mewujudkan 
Kemaslahatan, Ijtihad, 2 tahun III/Juli-Desember 2003 hlm. 248. 
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disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kemashlahatan umat 

manusia,31 untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil 

syar’i, baik dalil yang menguatkan (I’tibar ) maupun yang meniadakanya.32 

Dari beberapa definisi  di atas, dapat disimpulkan bahwa Maşlah �ah itu 

adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan 

kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan 

dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. 

Menurut syar’i, Maşlah�ahtelah disyari’atkan untuk dilaksanakan 

berdasarkan pembenaran syara’ terhadap masalah itu, maka terdapat adanya 

petunjuk illah hukum yang disyari’atkan. Oleh ulama usul fiqhdisebut al-

Maşlah�ah al-Mu’tabâr (Maşlah�ah yang mu’tabâr). Misalnya masalah 

pemeliharaan kehidupan umat manusia yang disyari’atkan tentang wajib 

melaksanakannya, yakni hukumqisâsbagi pembunuhan secara sengaja. 

Sedangkan mengenai Maşlah�ah yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan 

baru setelah berhentinya wahyu, sementara syar’i belum mensyariatkan 

Maşlah�ah yang dikehendaki berdasarkan tuntutan itu disebut al-Munâsib al-

Mursal atau al-Maşlah�ah al-Mursalah. Misalnya adanya transaksi jual beli 

yang tak tercatat tidak bisa dipakai dasar pemindahan hak berdasar 

Maşlah�ah.33 

Ruang lingkup penetapan Al-Maşlah �ahal-Mursalah terbatas pada 

bidang muamalat, karena kemaslahatan bidang inilah yang mungkin 

                                                 
31 Bisri M. Djaelani, Ensiklopedi Islam, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 

hlm. 270. 
32Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2, ( Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 714. 

33 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-1, 
(Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-143. 
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ditemukan dan diketahui. Sehingga tidak menjangkau bidang ibadah, apabila 

penetapan hukum bidang ini melalui Al-Maşlah �ahal-Mursalah akan 

membawa kepada berubahnya syi’ar agama dan beragamnya ibadah.34 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu 

suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data 

dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan 

pembahasan skripsi ini. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian 

deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data 

tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dan 

untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang penyusun peroleh 

tentang kebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas kaitannya 

dengan perjanjian perdagangan ASEAN-China (ACFTA) sesuai dengan 

norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau tidak. 

 

 

                                                 
34Ibid, hlm. 155.  
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4. TeknikPengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam 

mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode penelusuran 

terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada dengan 

relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan 

dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai. 

5. Analisis data 

      Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun 

menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan 

kesimpulan. 

Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah : 

a. Metode Deduktif 

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan 

pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan 

yang bersifat khusus.19) Metode ini diperuntukan bagi pembahasan 

mengenaikebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas kaitannya 

dengan kesepakatan perdagangan ASEAN-China (ACFTA) kemudian 

dianalisis dari perspektif hukum Islam. 

b. Metode Induktif. 

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran 

Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi 

                                                 
19) Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, cet. 4 (Jakarta : 

Sinar Harapan, 1987) , hlm. 48-49. 
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untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.20 Metode ini 

dipergunakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang 

perdagangan bebas kaitannya dengan kesepakatan perdagangan bebas 

ASEAN-China (ACFTA). 

G. SistematikaPembahasan 

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan 

dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah 

sebagai berikut : 

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar 

belakang masalah, yang kemudian akan dibuat beberapa pokok masalah yang 

diikuti dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas acuan pandangan kebebasan dan prinsip keadilan 

dalam Islam,  yang meliputi: pengertian dan konsep kebebasan dalam Islam, 

prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, peran pemerintah dalam perdagangan, 

dan konsep al-Maşlah�ah al-Mursalah. 

Bab ketiga membahas gambaran umum perdagangan bebas, yang 

meliputi: pengertian dan sejarah perdagangan bebas, perdagangan bebas 

ASEAN-China (ACFTA), kebijakan pemerintah Indonesia tentang 

perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), perdagangan bebas ASEAN-

China dalam naskah Framework Agreement on Comprehensive Economic 

                                                 
20) Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,  (Yogyakarta: UII 

Press Indonesia, 1999), hlm. 9. 
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Cooperation Between the Association of South East Asian Nations  and the 

People's Republic of China, dan mekanisme pasar dalam perdagangan bebas 

ASEAN-China (ACFTA). 

Bab keempat akan memberikan ulasan tentang analisis kebijakan 

pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), 

analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-

China (ACFTA) ditinjau dari sisi maslahat dan analisis tujuan kebijakan 

pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) 

relevansinya dengan hukum Islam. 

Bab kelima merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari 

pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran penting lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai bentuk pembahasan dari penelitian sistematis, penyusun akan 

mengemukakan beberapa kesimpulan yang senantiasa berpijak pada pokok 

masalah yang telah dirumuskan, yaitu:  

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pemerintah sebagai penentu kebijakan 

terhadap keikutsertaan dalam perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) 

melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004  Tentang Pengesahan 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between 

the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of 

China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi 

Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia 

Tenggara dan Republik Rakyat China)  telah sesuai dengan hukum Islam, 

karena di dalamnya mengandung unsur maslahat, dan tidak bertentangan 

dengan syariah. Peran pemerintah berikut kebijakannya, adalah suatu 

kewajiban terpenting dari sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang 

diperintahkan agama. Sehingga penetapan kebijakan perdagangan bebas 

ASEAN-China (ACFTA) masih dianggap relevan untuk diikuti Indonesia, 

karena dampak maslahatnya lebih besar dari madharatnya. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tujuan perdagangan bebas ASEAN-China 

(ACFTA) telah sesuai dengan tujuan syari'ah. Tujuan dari pelaksanaan 
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kebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA)   

adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam bidang ekonomi untuk 

kesejahteraan umat. Sehingga upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga 

kesejahteraan, dalam rangka menciptakan masyarakat ideal, yaitu adil dan 

makmur. 

B. Saran-saran 

1. Dinamika kajian ekonomi Indonesia mengalami proses yang amat pesat 

seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Akan tetapi, sistem 

ekonomi yang diterapkan di Indonesia belum membawa pada perubahan 

yang signifikan, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah 

sebagai penentu kebijakan harus berorientasi pada pembentukan negara 

ideal, yaitu adil dan makmur. Penelitian mengenai kebijakan pemerintah 

penulis, masih kurang dibandingkan dengan penelitian mengenai kebijakan 

pemerintah yang lainnya. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai 

sudut pandang itu, dan tentunya, penelitian dari berbagai sudut pandang 

yang lain sangat diperlukan. 

2. Pemerintah sebagai decission maker (penentu kebijakan) dimana kebijakan 

adalah merupakan fenomena yang multi dimensional yang bisa dilihat dan di 

tafsir dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan akan menimbulkan 

dampak yang berbeda. Dengan demikian dalam mengambil kebijakan 

pemerintah tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan umum yang 

menjangkau semua golongan, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam 

melakukan tindakan-tindakan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan 



106 
 

hidupnya dan melindungi kesejahteraan. Pemerintah juga harus mancari 

formulasi kebijakan yang paling tepat terkait bagaimana peningkatan mutu 

persaingan produk dalam negeri untuk bisa bersaing di pasar dunia. Jika 

keadaan produk-produk dalam negeri kalah dalam persaingan pasar dunia 

maka yang terjadi perekonomian kita akan didominasi. Sehingga pemerintah 

penting untuk senantiasa memberikan terobosan-terobosan dalam 

peningkatan dan pengembangan perekonomian khususnya perdagangan 

dalam menembus pasar dunia, sehingga kebutuhan persaingan akan menjadi 

arahan kemajuan kesejahteraan.  
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